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PERAN KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN  
KINERJA PEGAWAI DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI 
RIAU 
Oleh : Dwi Yuniar Andini 
Penelitian ini didasari fenomena-fenomena di Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 
diantaranya yaiu pemimpin Dinas Kebudayaan Provinsi Riau masih jarang 
terlihat di kantor pada saat jam kerja sehingga pimpinan kurang maksimal dalam 
menjalankan perannya sebagai pemimpin terutama perannya sebagai kontroler, 
kurangnya pengawasan langsung dari pimpinan menyebabkan pegawai menjadi 
lalai dalam bekerja. Pelanggaran disiplin waktu dan kehadiran dilakukan oleh 
pegawai Dinas Kebudayaan Provinsi Riau selain itu pegawai sering menunda-
nunda penyelesaian pekerjaan sehingga terjadi keterlambatan dalam 
menyelesaikan pekerjaaan yang dapat mengakibatkan menurunnya kinerja 
pegawai. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran kepemimpinan 
dalam meningkatkan kinerja pegawai di Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dan 
untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi pimpinan dalam 
meningkatkan kinerja pegawai di Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Sumber data 
yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif. Informan 
dari penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Kebudayaan 
Provinsi Riau, Sekretaris, Pegawai dan Staf. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa peran kepemimpinan di Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 
yang belum berjalan dengan baik yaitu kepemimpinan sebagai inovator dan 
kontroler sedangkan yang sudah berjalan dengan baik yaitu kepemimpinan 
sebagai komunikator dan motivator. Terdapat beberapa hambatan dari pemimpin 
Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam meningkatkan kinerja pegawai yaitu 
kurangnya kesadaran diri pegawai, kedisiplinan pegawai dan sarana prasarana 
yang kurang memadai. 
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1.1. Latar Belakang Masalah 
Organisasi merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat 
hubungan kerjasama antar sekelompok orang untuk mecapai tujuan. Dalam 
organisasi sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting, baik 
dalam lingkup organisasi besar maupun organisasi kecil. Pada organisasi 
besar, sumber daya merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses 
pengembangan. Dalam pemerintahan perkembangan akan terealisasi apabila 
didukung oleh aparatur negara yang berkualitas pula. 
Organisasi Pemerintahan di Indonesia merupakan orgaanisasi sektor 
publik untuk penyelenggaraan pemerintahan baik keluar maupun kedalam 
guna mencapai tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan secara 
maksimal kepada masyarakat. Oleh sebab itu organisasi pemerintahan 
merupakan salah satu unsur yang penting dan mempunyai posisi yang 
strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnnya organisasi 
pemerintahan di Indonesia dalam melaksanakan pemerintahannya, dituntut 
untuk bersikap proaktif dan mengandalkan kepemimpinan yang berkualitas 
untuk membangkitkan semangat kerja para bawahannya, sehingga mampu 
berperan aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan serta mampu menjadi 
kreator, innovator dan fasilitator dalam rangka efektifitas penyelenggaraan 
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat 




Pegawai Negeri Sipil adalah peletak dasar pelaksana sistem 
pemerintahan. Pegawai Negeri Sipil pada hakekatnya adalah sebagai tulang 
punggung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Oleh 
karena itu Pegawai Negeri Sipil diharapkan mampu menggerakkan serta 
melancarkan tugas-tugas pemerintahan dalam pembangunan, termasuk di 
dalamnya melayani masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2017 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dalam Peraturan 
Disiplin PNS diatur ketentuan-ketentuan mengenai: Kewajiban, larangan, 
Hukuman disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum, Penjatuhan 
hukuman disiplin, Keberatan atas hukuman disiplin, Berlakunya keputusan 
hukuman disiplin. Dengan adanya peraturan tersebut setiap pegawai negeri 
sipil wajib mentaati segala peraturan tersebut, namun pada kenyataannya 
banyak pegawai negeri sipil melakukan pelanggaran disiplin diantaranya 
dalam bentuk ketidak tepatan waktu datang dan pulang kerja, pelanggaran 
terhadap pelaksanaan tugas, dan tidak mentaati peraturan yang berlaku. 
Dalam suatu organisasi, bawahan bekerja selalu tergantung pada 
pimpinan. Bila pimpinan tidak memiliki kemampuan memimpin, maka tugas-
tugas yang sangat kompleks tidak dapat dikerjakan dengan baik. Apabila 




mungkin organisasi tersebut dapat mencapai sasarannya. Suatu organisasi 
membutuhkan pemimpin yang efektif, yang mempunyai kemampuan 
mempengaruhi perilaku anggotanya atau anak buahnya. Jadi, seorang 
pemimpin atau kepala suatu organisasi akan diakui sebagai seorang 
pemimpin apabila ia dapat memberi pengaruh dan mampu mengarahkan 
bawahannya ke arah tujuan organisasi. 
Faktor kepemimpinan memegang peranan yang sangat penting karena 
pemimpin yang akan menggerakkan dan mengarahkan organisasi dalam 
mencapai tujuan dan sekaligus merupakan tugas yang tidak mudah, karena 
harus memahami setiap perilaku bawahan yang berbeda-beda. Bawahan 
dipengaruhi sedemikian rupa sehingga bisa memberikan pengabdian dan 
partisipasinya kepada organisasi secara efektif dan efesien. Dengan kata lain, 
bahwa sukses tidaknya usaha pencapaian tujuan organisasi ditentukan oleh 
kualitas kepemimpinan. (Sutrisno, 2009) 
Pada sebuah organisasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan 
dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan, dipengaruhi 
oleh kepemimpinan, melalui kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas 
organisasi pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata 
pemerintahan yang baik (Good Governance) akan terwujud, sebaliknya 
kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja 
birokrasi di Indonesia. (Istianto, 2009: 2) 
Kepemimpinan  pada organisasi pemerintahan tidak lagi merupakan 




tampil sebagai pemberi pelayanan,  pemberi suri teladan, menjadi panutan 
dan pemberi arah, menjadi fasilitator, sebagai mitra kerja, sebagai 
penanggung resiko yang mempunyai visi untuk mendorong organisasi dan 
orang-orang yang dipimpinnya berkembang, belajar, serta mampu 
mengembangkan seluruh potensi dirinya secara optimal. (Rivai, 2013) 
Dari uraian pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa seorang 
pemimpin pada dasarnya dapat mempengaruhi perilaku bawahan agar 
mampu melaksanakan tugas atau kegiatan dengan sebaik-baiknya. Pegawai 
akan mampu mencapai kinerja yang baik jika memiliki motivasi yang berasal 
dari dirinya sendiri maupun yang berasal dari lingkungan kerja. Dalam 
kaitannya dengan hal tersebut, maka seorang pemimpin dituntun memiliki 
kemampuan mempengaruhi dan memberikan motivasi serta melakukan 
pengawasan kepada pegawainya agar bisa bekerja secara maksimal. 
Provinsi Riau memiliki visi Pemerintahan yang berfungsi untuk 
terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan 
melayu di Asia Tenggara dengan tagline pariwisata The Homeland of Melayu 
Riau. Oleh karena itu dibutuhkan tempat untuk fasilitas menampung potensi 
daerah berdasarkan tata nilai budaya, menampung kegiatan pengembangan 
dan pelestarian budaya pekanbaru sebagai bagian dari wujud pusat 
kebudayaan Provinsi Riau dan Gubernur Provinsi Riau telah membentuk 





Dinas Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah 
yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kebudayaan mempunyai tugas 
membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepala 
Daerah. Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud melaksanakan penyelenggaraan fungsi :  
1. Perumusan kebijakan pada sekretariat, bidang bahasa dan seni, bidang 
pelestarian adat dan nilai budaya, bidang sejarah, pelestarian cagar 
budaya dan permuseuman, dan bidang rekayasa budaya. 
2. Pelaksanaan kebijakan pada sekretariat, bidang bahasa dan seni, bidang 
pelestarian adat dan nilai budaya, bidang sejarah, pelestarian cagar 
budaya dan permuseuman, dan bidang rekayasa budaya. 
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, bidang bahasa dan 
seni, bidang pelestarian adat dan nilai budaya, bidang sejarah, pelestarian 
cagar budaya dan permuseuman, dan bidang rekayasa budaya. 
4. Pelaksanaan administrasi pada sekretariat, bidang bahasa dan seni, bidang 
pelestarian adat dan nilai budaya, bidang sejarah, pelestarian cagar 
budaya dan permuseuman, dan bidang rekayasa budaya. 
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan 
fungsinya. 
Kepala Dinas Kebudayaan mempunyai kewenangan fungsional untuk 
melakukan pengawasan kepada pegawai yang berada dibawah pimpinannya. 




diharapkan agar para pegawai terarah dan professional, sehingga lebih mudah 
dalam mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. 
Tabel. 1.1 
Rekapitulasi Kehadiran dan Kemangkiran Pegawai  







2018 83 245 93,45% 6,55% 
2019 82 246 91,60% 8,40% 
2020 82 243 86,21% 13,79% 
Sumber :  Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 
2021 
 
Data tersebut menunjukan dari 82 orang pegawai persentasi kehadiran 
pegawai Dinas Kebudayaan Provinsi Riau mengalami penurunan kehadiran 
dapat terlihat dari tahun 2019 menurun menjadi 91,60% sedangkan 
kemangkirannya meningkat hinga 8,40%. Di tahun 2020 kehadiran kembali 
menurun hingga 86,21% dan kemangkiran meningkat menjadi 13,79%. 
Kemangkiran akan mengurangi jumlah jam kerja yang dapat digunakan untuk 
menyelesaikan program-program kerja dan kegiatan organisasi. Tingkat 
kehadiran pegawai yaang kurang maksimal menggambarkan menurunnya 
kinerja pegawai, sehingga akan mempengaruhi hasil kerja. 
Berdasarkan pengamatan penulis dengan pengamatan langsung di 
Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, penulis mengamati bahwa pemimpin Dinas 
Kebudayaan Provinsi Riau masih jarang terlihat di kantor pada saat jam kerja 




pemimpin terutama perannya sebagai kontroler, kurangnya pengawasan 
langsung dari pimpinan menyebabkan pegawai menjadi lalai dalam bekerja. 
Pegawai menunda-nunda penyelesaian pekerjaan sehingga terjadi 
keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaaan selain itu pelanggaran 
disiplin waktu dan kehadiran yang dilakukan oleh Pegawai Dinas 
Kebudayaan Provinsi Riau hal ini terlihat dari absensi dan beberapa pegawai 
yang terlambat masuk kantor sehingga tidak mengikuti apel pagi, bahkan 
pulang diwaktu jam kerja yaitu sebelum waktunya pulang kantor (korupsi 
waktu). Untuk itu diharapkan adanya peran dari pemimpin Dinas 
Kebudayaan Provinsi Riau untuk dapat mengawasi,  mengarahkan dan 
memotivasi para pegawai untuk meningkatkan kinerja dan bekerja sama 
dalam mewujudkan visi dan misi organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi 
Riau. 
Fenomena ini perlu diangkat oleh penulis karena jika disiplin pegawai 
tidak ditegakkan maka semua kegiatan dan tugas akan terbengkalai dan 
urusan-urusan lainnya akan tertunda dan berpengaruh ke kinerja pegawai itu 
sendiri. Berdasarkan penjelasan dan permasalahan yang terdapat pada Dinas 
Kebudayaan Provinsi Riau diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil 
judul : “Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai 






Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat 
merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 
1. Bagaimana peran kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai di 
Dinas Kebudayaan Provinsi Riau? 
2. Apa saja hambatan yang dihadapi pimpinan dalam meningkatkan kinerja 
pegawai Dinas Kebudayaan Provinsi Riau? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui peran kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja 
pegawai Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. 
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pimpinan dalam 
meningkatkan kinerja pegawai Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 
bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut : 
1. Akademis 
Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu 
karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan 
sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun 






Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan 
pertimbangan khususnya pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau untuk 
meningkatkan kinerja yang baik pada pegawai. 
 
1.5. Sistematika Penulisan 
Agar penulisan ini lebih sistematis dan terarah maka penulis 
menyusun sistematika penulisan sebagai berikut : 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Pada bab ini sebagai pendahuluan dimana peneliti 
menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan dan manfaat penelitian serta diakhiri dengan 
sistematika penulisan. 
BAB II  : TELAAH PUSTAKA 
Pada bab ini peneliti mengemukakan landasan teori yang 
berhubungan dengan sistematika penulisan. 
BAB III  : METODE PENELITIAN 
Pada bab ini peneliti akan mengemukakan tentang lokasi 
penelitian, jenis dan sumber data, subjek penelitian, metode 
pengumpulan data dan analisis data. 
BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN  
Menguraikan tentang sejarah objek penelitian, visi misi, tugas  





BAB V   : HASIL DAN PEMBAHASAN  
Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan  
pembahasan yang di teliti.  
BAB VI   : PENUTUP  






2.1. Konsep Kepemimpinan 
Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan 
tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, 
mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga 
mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, 
pengorganisasian, dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran memelihara 
hubungan kerja sama dan kerja kelompok, perolehan dukungan, dan kerja 
sama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi. (Rivai, 2013) 
Menurut Wahjosumidjo (2010) kata “memimpin” mempunyai arti 
memberikan bimbingan, menuntun, mengarahkan, dan berjalan di depan 
(precede). Pemimpin berperilaku untuk membantu organisasi dengan 
kemampuan maksimal dalam mencapai tujuan. Pemimpin tidak berdiri 
sendiri di samping, melainkan mereka memberikan dorongan dan memacu 
(to prod), berdiri di depan yang memberikan kemudahan untuk kemajuan 
serta memberikan inspirasi organisasi dalam mencapai tujuan. 
Menurut Bass dan Stogdill mengatakan bahwa kepemimpinan adalah 
suatu proses mempengaruhi aktivitas suatu kelompok dalam usaha untuk 
mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Anoraga mengemukakan bahwa 
kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, melalui 




menggerakan orang-orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran, dan 
senang hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan itu. (Sutrisno, 2009) 
Menurut Yuki, beberapa definisi yang dianggap cukup mewakili 
selama seperempat abad adalah sebagai berikut: 
1. Kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin 
aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai 
bersama. 
2. Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam 
situasi tertentu, serta diarahkan melalui proses komunikasi kea rah 
pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu. 
3. Kepemimpinan adalah pembentukan awal serta pemeliharaan struktur dan 
berada dalam harapan dan interaksi. 
4. Kepemimpinan adalah pengikat pengaruh sedikit demi sedikit, pada dan 
berada dalam harapan dan interaksi. 
5. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah 
kelompok yang diorganisasi kearah pencapaian tujuan. 
6. Kepemimpinan adalah proses memberikan arti (pengarahan yang berarti) 
terhadap usaha kolektif, dan mengakibatkan kesediaan untuk melakukan 
usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran. 
7. Para pemimpin adalah mereka konsisten memberikan kontribusi yang 






2.1.1. Gaya Kepemimpinan 
Gaya kepemimpinan pemerintahan Indonesia menurut S. Pamudji 
(1995), secara garis   besar adalah sebagai berikut:  
1. Gaya motivasi  
Yaitu pemimpin dalam menggerakan crang-orang dengan 
mempergunakan motivasi baik yang berupa imbalan ekonomis , 
dengan memberikan hadiahhadiah (penghargaan), jadi bersifat positif, 
maupun yang berupa ancaman (hukuman). Dalam hubungan ini 
kepemimpinan pemerintahan di Indonesia sedapat-dapatnya 
menekankan pada pemberian motivasi yang bersifat positif.  
2. Gaya Pengawasan  
Yaitu kepemimpinan yang dilandaskan kepada perhatian 
seorang pemimpin terhadap perilaku kelompok. Dengan adanya 
kepemimpman tersebut maka gaya kepemimpinan yang paling ideal 
dalam menggerakan dan meningkat kan produktivitas kerja pegawai 
adalah gaya motivasi dan gaya pengawasan, di mana gaya motivasi 
pemimpin berupaya mengajak para pegawainya untuk turut serta 
secara bersama-sama menjalankan organisasi agar tujuan yang telah 
direncanakan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. 
Sementara gaya pengawasan, pemimpin berusaha 
memperhatikan bawahannya sebagai manusia yang bermartaba, disisi 
lain pemimpin selalu memperhatikan proses produksi serta metode-




di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang efektif, 
sebagaimana disebutkan di atas, adalah gaya kepemimpinan motivasi 
dan gaya kepemimpinan pengawasan yang mendorong dan mengajak 
pegawai serta selalu memperhatikan bawahan dalam untuk 
meningkatkan produktivitas pegawai. 
Menurut Siagian, kepemimpinan dapat dibagi menjadi lima jenis 
dengan cirinya masing-masing, yaitu : 
1. Tipe Kharismatik 
Tipe kepemimpinan kharismatik memiliki daya tarik, kekuatan 
dan  
wibawa yang dapat mempengaruhi orang lain, sehingga bersedia untuk  
mengikuti perintah pemimpin. Pada tipe kharismatik ini orang yang 
mengikuti perintah tidak selalu bisa menjelaskan penyebab 
kesediaannya dalam mengikuti perintah. Tipe kepemimpinan 
kharismatik hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang ialah 
pemberian dari sang pencipta. Pemimpin kharismatik memiliki banyak 
cara untuk memperoleh simpati dari pegawainya, seperti memberi 
contoh melalui kata-kata dan tindakan teladan sehingga dapat ditiru 
oleh bawahannya. 
Sub indikator tipe kepemimpinan kharismatik yang digunakan 
dalam penulisan ini ialah pemimpin yang mempunyai daya tarik yang 
sangat besar dan pemimpin memiliki anggotanya yang jumlahnya yang 




2. Tipe Demokratik  
Tipe kepemimpinan demokratik ialah tipe kepemimpinan yang 
selalu melibatkan bawahannya untuk berperan dalam pengambilan 
keputusan. Tipe kepemimpinan demokratik disegani dan dihormati, 
bukan ditakuti oleh bawahannya karena pemimpin dapat mendorong 
dan menumbuhkan bawahan yang inovatif dan kreatif dalam lingkup 
organisasi.  
Sub indikator yang dipakai untuk menilai tipe kepemimpinan  
demokratik pada penulisan ini ialah selalu berusah menyinkronisasikan  
kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan serta tujuan 
pribadi dari pegawainya dan senang menerima saran, pendapat dan 
bahkan kritik dari pegawainya.  
3. Tipe Paternalistik  
Tipe kepemimpinan paternalistik sedikit bertolak belakang 
dengan tipe demokratik, pada tipe paternalistik pemimpin tidak terlalu 
banyak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berkreasi 
sesuai dengan inisiatif mereka. Pemimpin cenderung menunjukan 
bahwa dirinyalah yang paling mengetahui, sehingga bawahan jarang 
sekali diberikan kesempatan untuk ikut andil dalam proses 
pengambilan keputusan. Namun dalam tipe ini pemimpin memiliki 
sikap untuk selalu melindungi yang menimbulkan rasa aman.  
Sub indikator yang dipakai untuk menilai tipe kepemimpinan  




manusia yang tidak dewasa dan bersikap terlalu melindungi (overly 
protective)  
4. Tipe Otokratik  
Pada umumnya tipe kepemimpinan ini memiliki sifat dan ciri 
yang  
negatif, pemimpin menilai bawahan tidak mampu mengambil 
keputusan,  
sehingga segala sesuatu akan diputuskan sendiri oleh pemimpin. 
Disamping itu pemimpin memiliki keegoisan yang sangat besar 
sehingga sering memutarbalikan kenyataan dan kebenaran.  
Pada Penulisan ini sub indikator yang digunakan untuk menilai 
tipe kepemimpinan otokratik ialah organisasi sebagai milik pribadi dan  
menganggap anggota sebagai alat semata-mata. 
5. Tipe Laissez Faire  
Pada tipe ini pemimpin tidak suka mengambil resiko dan lebih 
senang untuk menetap pada kondisi yang sudah ada. Pemimpin sangat 
senang melimpahkan wewenang kepada bawahan dalam melakukan 
pengambilan keputusan.  
Berdasarkan 5 tipe kepemimpinan tersebut, tipe yang terbaik 
ialah tipe yang dapat mengintegrasikan secara maksimal antara 
produktivitas dan kepuasan, pertumbuhan dan pembangunan manusia 
dalam semua situasi. Tetapi penulisan lebih lanjut menunjukkan bahwa 




penting ialah bahwa keberhasilan seorang pemimpin dimana jika ia 
dapat menyesuaikan tipe kepemimpinan nya dengan situasi yang 
dihadapi. 
2.1.2. Peran Kepemimpinan 
Menurut Thoha (2010:52) dimensi kepemimpinan atau peran 
kepemimpinan dapat dilihat dari fungsi kepemimpinan dalam 
hubungannya dengan peningkatan aktivitas dan efisiensi organisasi, 
sebagai berikut:  
1. Fungsi kepemimpinan sebagai inovator  
a. Kemampuan pimpinan dalam berinovasi   
b. Kemampuan pimpinan dalam konseptual yang seluruhnya 
dilaksanakan dalam upaya mempertahankan dan atau 
meningkatkan kinerja perusahaan.  
2. Fungsi kepemimpinan sebagai komunikator  
a. Kemampuan menyampaikan maksud dan tujuan komunikasi  
b. Kemampuan pimpinan dalam memahami, mengerti dan mengambil 
intisari pembicaraan.  
3. Fungsi kepemimpinan sebagai motivator  
a. Kemampuan pimpinan mendorong pegawai bekerja sesuai 
tanggungjawab.   
b. Kemampuan pimpinan memberikan sumbangan terhadap 





4. Fungsi kepemimpinan sebagai kontroler  
a. Kemampuan pimpinan dalam melakukan pengawasan.   
b. Kemampuan pimpinan dalam pemakaian sumber daya. 
 
Menurut Hamalik (2006:166) dalam Mahmud (2015) seorang 
pemimpin melaksanakan peran-peran kepemimpinan, yakni : 
1. Peran sebagai katalisator 
Seorang pemimpin harus menumbuhkan pemahaman dan 
kesadaran orang-orang yang dipimpinannya supaya yakin, bahwa 
tindakan yang dia lakukan adalah untuk kepentingan semua anggota 
organisasi. Para anggota supaya merasa, bahwa hasil kerja 
kepemimpinannya bukan semata-mata menguntungkan dirinya, tetapi 
menguntungkan semua anggota organisasi secara keseluruhan. 
2. Peran sebagai fasilitator 
Seseorang pemimpin harus berupaya mendorong dan 
menumbuhkan kesadaran para anggota organisasi yang dipimpinnya 
supaya melakukan perubahan yang diharapkan untuk meningkatkan 
organisasi. Pemimpin tidak hanya berperan sebagai pemarkasa saja, 
melainkan aktif memberikan berbagai kemudahan bagi para 
anggotanya. 
3. Peran sebagai Motivator 
Seorang pemimpin harus mampu bertindak cepat, tepatdan 




berusaha memecahkan masalah tersebut. Dia harus mampu 
menentukan saat dimana dia melakukan motivasi untuk bawahannya. 
4. Peran sebagai penghubung sumber 
Seorang pemimpin harus berupaya mencari sumber-sumber 
yang berkenaan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi. Dengan 
sumber-sumber tersebut, pemimpin dapat membantu organisasi atau 
kelompok untuk mengetahui cara-cara pendekatan yang dapat 
dilakukan untuk memperoleh bantuan yang diperlakukan dalam rangka 
memecahkan masalah yang sedang dihadapi.  
5. Peran sebagai komunikator 
Seorang pemimpin harus mampu mengkomunikasikan 
gagasan-gagasannya kepada orang lainnya secara berlanjut. Bentuk 
komunikasi yang harus dilakukan secara dua arah supaya gagasan yang 
disampaikan dapat dibahas secara luas, yang mencakup para pelaksana 
dan khalayak sasaran perlu menguasai teknik berkomunikasi secara 
efektif. 
Menurut Sutrisno (2009) peranan gaya kepemimipinan dalam 
organisasi ada tiga bentuk, yaitu:  
1. Peranan yang bersifat interposional  
Dimasa ini telah umum diterima pendapat bahwa salah satu 
tuntutan yang harus dipenuhi oleh seorang manajer ialah keterampilan 




karena pada dasamya dalam menjalankan gaya kepemimipinannya, 
seorang manajer harus berinteraksi dengan manusia lain baik karyawan 
atau pun pathner kerja bukan hanya dengan para bawahan, akan tetapi 
juga berbagai pihak yang berkepentingan, yang dikenal dengan istilah 
stakeholder, didalam dan diluar organisasi ituulah yang dimaksud 
dengan peran interpersonal yang menampakan diri.  
2. Peran yang bersifat informasional 
Informasional merupakan aset organisasi yang kartikal sifatnya. 
Di katakan demikian kama dimasa ini dan masa yang akan akan datang 
sukar membayangkan adanya kegiatan organisasi yang dapat 
terlaksana dengan efisien dan efektif tanpa dukungan informasi yang 
mutakhir, lengkap, dan dapat dipercaya karena diolah dengan 
benar.Peranan ini perlu kemampuan meyalurkan informasi secara tepat 
kepada berbagai pihak diluar organisasi.  
3. Peranan pengambilan keputusan  
Peranan ini mengambil tiga bentuk putusan yaitu: Sebagai 
interpreneur, seorang pemimpin harus terus menerus mengkaji situasi 
yang dihadapi oleh perusahaan, untuk mencari dan menemukan 
peluang yang dapat dimanfaatkan, meskipun kajaian itu menuntun 
perubahan. Kedua peran peredam gangguan, perana ini kesediaannya 




serius yang apabila tidak ditangani akan berdampak negative bagi 
perusahaan yang dapat mengakibatkan kemgian didalam pemsahaan. 
Ketiga pembagi sumber dana dan daya, tidak jarang orang berpendapat 
bahwa, makin tinggi posisi manajerial seseorang, wewenang pun 
semakin besar tanggung jawab. 
Menurut Rivai ( 2002 : 148 ) peran dapat diartikan sebagai 
perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi 
tertentu. Pemimpin di dalam organisasi mempunyai peranan, setiap 
pekerjaan membawa serta harapan bagaimana penanggung peran 
berperilaku. Peran kepemimpinan dalam tim menurut kepemimpinan 
yang berorientasi pada memelihara kelompok adalah sebagai berikut :  
a. Penjagaan gawang (gatekeeping)  
b. Mengharmoniskan (harmonizing) 
c. Mendukung (supporting) 
d. Menerangkan standar (standard setting) 
e. Menganalisis proses (analyzing process) 
Peran pemimpin menjadi mudah untuk dilakukan, mengingat 
keberhasilannya bukan hanya karena kualitas pribadi melainkan 
bagaiman pemimpin tersebut memiliki karakter dan kompetensi dalam 
mengarahkan organisasi menuju visi, misi yang telah ditetapkan, 
didalamnya terdapat pengambilan keputusan, pengendalian konflik, 




2.1.3. Ciri-ciri Pemimpin yang Efektif 
Menurut Rifai (2013) pemimpin yang efektif memiliki ciri-ciri 
sebagai berikut:  
1. Tingkat energi dan toleransi terhadap stres  
Tingkat energi yang tinggi dan toleransi terhadap stres 
membantu para manajer menanggulangi tingkat kecepatan yang tinggi, 
jam-jam yang panjang serta permintaan yang tidak habis-habisnya 
terhadap pekerjaan.  
2. Rasa percaya diri  
Rasa percaya diri berhubungan secara positif dengan efektivitas 
dan kemajuan diri sendiri. Tanpa adanya rasa percaya diri yang kuat 
maka seorang manajer lebih kecil kemungkinannya berhasil dalam 
usaha-usaha mempengaruhi. 
3. Integritas  
Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak 
tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. 
Integritas dalam etika diartikan sebagai perilaku seseorang yang 
konsisten dengan nilai-nilai yang menyertainya dan orang tersebut 
bersifat jujur, etis, dan dapat dipercaya.  
4. Motivasi kekuasaan  
Seseorang yang mempunyai motivasi kekuasaan yang tinggi 
yaitu seseorang yang senang mempengaruhi orang untuk mencari 




hubungan yang kuat antara kebutuhan akan kekuasaan dan posisi ke 
tingkat manajemen yang lebih tinggi dalam organisasi yang besar.  
5. Orientasi pada keberhasilan 
Orientasi terhadap keberhasilan termasuk sejumlah sikap yang 
saling berhubungan, nilai-nilai serta kebutuhan-kebutuhan akan 
keberhasilan, keinginan untuk unggul, dorongan untuk berhasil, 
kesediaan untuk memikul tanggung jawab dan perhatian terhadap 
sasaran tugas.  
6. Kebutuhan akan afiliasi yang rendah  
Afiliasi merupakan perhubungan antara anggota satu dengan 
yang lainnya. Orang yang memiliki afiliasi tinggi memiliki dorongan 
untuk lingkungan yang ramah dan mendukung. Individu tersebut yang 
berkinerja dalam tim karena ingin disukai oleh orang lain. 
7. Keterampilan teknis  
Keterampilan ini adalah pengetahuan mengenai metode-
metode, proses-proses, prosedur serta teknik-teknik untuk melakukan 
kegiatan khusus dari unit organisasi. Keterampilan tersebut dipelajari 
selama pendidikan formal dalam bidang yang terspesialisasi misalnya 
akuntansi, pemasaran, hukum bisnis dan lain-lain.  
8. Keterampilan antar pribadi 
Pengetahuan mengenai perasaan, sikap serta motivasi dari 




persuasif. Keterampilan hubungan antar manusia tersebut adalah 
penting bagi efektivitas serta kemajuan.  
9. Keterampilan konseptual  
Keterampilan ini adalah beberapa kemampuan kognitif seperti 
kemampuan analitis, berpikiran logis, membuat konsep, pemikiran 
yang induktif, dan pemikiran yang deduktif. Dalam arti umumnya 
keterampilan konseptual termasuk penilaian yang baik, dapat melihat 
kedepan, intuisi, kreatif, dan kemampuan untuk menemukan arti dan 
sukses mengelola peristiwa-peristiwa yang ambisius dan tidak pasti. 
Sedangkan menurut Sudarwan Danim (2004:60) ciri pemimpin 
yang ideal sebagai berikut: 
1. Bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa  
Seorang pemimpin tidak melihat manusia dari satu sisi saja,  
misalnya agama, intelegensi, kondisi fisik, tingkat sosial ekonomi,  
dan latar belakang keturunan untuk kepentingan mendudukan label  
tertentu kepadanya, melainkan memandangnya utuh sebagai  
makhluk Tuhan. Penghargaan dan pengakuan bahwa manusia itu  
makhluk Tuhan amat esensial, agar pemimpin tidak bertatalaku  
secara serta-merta.  
2. Memiliki inteligensi yang tinggi  
Kemampuan analisis yang tinggi adalah syarat mutlak bagi  
kepemimpinan yang efektif. Tugas pemimpin tidak hanya  




membantu anggota kelompok melalui perlakuan khusus, sehingga  
mereka dapat berkembang secara optimal.  
3. Memiliki fisik yang kuat  
Tidak jarang seorang pemimpin harus bekerja dalam waktu  
lama dan sangat melelahkan. Banyak pekerjaan organisasi menuntut  
kekuatan dan ketahanan fisik dalam waktu lama. Pemimpin  
organisasi besar mempunyai kesibukan luar biasa dan seringkali lebih 
sibuk dari dugaan orang banyak. Oleh karena itu, pemimpin  
dituntut memiliki fisik yang kuat.  
4. Berpengetahuan luas  
Kegagalan seorang pimpinan antara lain disebabkan oleh  
rendahnya kemampuan teoritis dan ketidakmampuan bertindak  
secara praktis. Sebaliknya pemimpin profesional perlu memiliki  
kedua-duanya. Pemimpin memiliki pengetahuan luas dengan  
kecakapan praktis yang memadai untuk mengelola organisasi.  
5. Percaya diri  
Sikap percaya diri adalah faktor penentu kesuksesan kerja  
seorang pimpinan. Pimpinan yang sukses bersikap konsisten  
menghadapi situasi yang variatif.  
6. Dapat menjadi anggota kelompok  
Kerjasama memiliki peran penting dalam suatu organisasi,  
karena adanya perpaduan antara pimpinan dengan anggota  




yang membuat tujuan organisasi akan dapat dicapai secara efektif dan 
efisien. 
7. Adil dan bijaksana  
Keadilan disini mengandung makna kesesuaian antara hak  
dan kewajiban, posisi dengan tugas, dan prinsip keseimbangan lain. 
Kemudian bijaksana berarti bahwa pemimpin harus menjangkau aspek 
manusiawi individu yang dipimpin. 
8. Tegas dan berinisiatif  
Ketegasan adalah kemampuan mengambil keputusan atas  
dasar keyakinan tertentu, dengan didukung oleh data yang kuat atau 
naluri intuitif yang jitu. Berinisiatif berarti bahwa seseorang yang 
menduduki posisi pimpinan mampu membuat gagasan baru, inovasi 
baru atau tindakan lain yang memberikan pencerminan bahwa dia 
mempunyai pemikiran tertentu atas suatu subjek.  
9. Berkapasitas membuat keputusan  
Membuat keputusan pada intinya adalah memecahkan  
persoalan keorganisasian. Pemimpin yang mempunyai kapasitas 
membuat keputusan akan dapat membawa organisasinya mencapai 
tujuan tertentu.  
10. Memiliki kestabilan emosi  
Pimpinan yang sabar didambakan oleh pengikut, dan  
karenanya dia harus mampu mengendalikan emosi dan berpikir  




seorang pemimpin dituntut tetap berada pada posisi sikap normal dan 
tahan terhadap godaan. Emosi yang stabil berarti pula bersikap tidak 
tergesa-gesa. Pemimpin harus sabar teliti, dan hati-hati, karena setiap 
tindakan atau keputusannya mengandung suatu konsekuensi tertentu.  
11. Sehat jasmani dan rohani  
Sehat jasmani dan rohani ini seperti tidak terganggu  
pendengarannya, ketentuan tinggi badan, tidak cacat fisik yang enar-
benar menganggu, rekomendasi rumah sakit jiwa, dan  
sebagainya. Bisa dibayangkan ketika seorang pimpinan buta, padahal 
pimpinan harus sering menandatangani dokumen.  
12. Bersifat prospektif  
Sifat prospektif itu diperlukan terutama untuk menghadapi  
sistem yang dinamis, seperti pertumbuhan penduduk, pertumbuhan 
ekonomi, perubahan kondisi politik di dalam dan di luar negeri, 
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebijakan moneter, dan 
sebagainya. Sehingga, persaingan organisasi tetap terjaga.  
Mengacu dari beberapa pendapat para ahli ciri-ciri pemimpin  
yang efektif yaitu memiliki rohani yang baik sehingga, pimpinan tidak  
berlaku sewenang-wenang kepada bawahan yang dipimpinnya. Memiliki  
kepribadian yang baik secara fisik karena kemampuan fisik pimpinan  
akan mempengaruhi efektivitas pekerjaan pimpinan. Memiliki skill  
kepemimpinan yang baik sehingga, mampu mengelola organisasi dengan  





Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada yang memberikan 
pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi. Namun, sebenarnya 
kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi 
termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Kinerja adalah gambaran 
mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan 
dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang 
dalam strategic planning suatu organisasi. (Ramadhan & Hadi Ryandono, 
2015) 
Kinerja pegawai sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan 
sesuatu  
keahlian tertentu. Kinerja pegawai sangatlah perlu, sebab dengan kinerja ini  
akan diketahui seberapa jauh kemampuan pegawai dalam melaksanakan 
tugas  
yang dibebankan kepadanya. Diperlukan penentuan kriteria yang jelas dan  
terukur serta ditetapkan secara bersama-sama yang dijadikan sebagai acuan.  
Menurut prawirosentono kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai  
seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang  
dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya tujuan organisasi  





Kinerja menurut S. P. Malayu Hasibuan dalam Djajuli (2017) 
merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-
tugas yang dibebankan yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, 
kesungguhan dan tepat waktu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperhatikan, unjuk kerja 
atau kemampuan kerja. 
Pengertian lain mengenai kinerja adalah tingkat hasil keberhasilan 
seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan 
tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil 
kerja, target atau sasaran atau kreteria yang telah ditentukan terlebih dahulu 
dan telah disepakati bersama. Kinerja seorang tenaga kerja atau karyawan 
dalam suatu organisasi atau intitusi kerja, dipengaruhi oleh banyak faktor, 
baik faktor dari dalam karyawan itu sendiri maupun faktor lingkungan kerja 
itu sendiri. 
Ruky (2006:14) mengungkapkan bahwa istilah kinerja sebenarnya  
merupakan pengalihbahasaan dari kata  Inggris yaitu performance. Menurut 
Ruky  (2006:14), kamus the New Webster Dictionary memberikan tiga arti 
bagi kata  performance yaitu:  
1. Adalah “prestasi” yang digunakan  dalam konteks atau kalimat  misalnya 




2. Adalah “pertunjukkan” yang  biasanya digunakan dalam kalimat  “folk 
dance performance” atau  pertunjukkan tari-tarian rakyat.   
3. Adalah “pelaksanaan tugas”,  misalnya dalam kalimat “in  performing 
his/her duties.” 
Kinerja menurut Wibowo (2010:4) adalah implementasi dari rencana 
yang telah disusun tersebut. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber 
daya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi, dan 
kepentingan. Bagaimana organisasi menghargai dan memperlakukan sumber 
daya manusianya akan memengaruhi sikap dan perilakunya dalam 
menjalankan kinerja.   
Kinerja menurut (Timpe 2005:3) adalah sebuah aksi, bukan kejadian. 
Aksi kinerja itu sendiri terdiri dari banyak komponen dan bukan merupakan 
hasil yang dapat dilihat pada saat itu juga. Pada dasarnya kinerja merupakan 
sesuatun hal yang bersifat individual, karena setiap karyawan memiliki 
tingkat kemampuan yang berbeda dalam mengerjakan tugasnya. Kinerja 
tergantung pada kombinasi antara kemampuan, usaha, dan kesempatan yang 
diperoleh. Hal ini berarti bahwa kinerja merupakan hasil kerja karyawan 
dalam bekerja untuk priode waktu tertentu dan penekanannya pada hasil kerja 




2.2.1. Kriteria Kinerja Pegawai 
Kriteria atau persyaratan kinerja yang baik merupakan suatu unsur  
atau syarat-syarat yang harus ada untuk mengatakan suatu kinerja tersebut  
baik. Kriteria kinerja pegawai yang baik antara lain:  
1. Dapat dicapai dengan kondisi yang ada;  
2. Ekonomis;  
3. Mudah diterapkan;  
4. Mudah dimengerti;  
5. Terukur;  
6. Stabil dalam waktu yang cukup lama;  
7. Dapat di adaptasi dalam berbagai keadaan;  
8. Di dukung oleh peraturan yang berlaku. 
Setiap PNS di wajibkan untuk menyusun SKP (sasaran kerja  
pegawai) berdasarkan RTK instansi, di dalam penyusunan SKP harus  
memperhatikan hal-hal berikut : 
1. Jelas, kegiatan harus dapat diuraikan secara jelas;  
2. Dapat diukur, kegiatan harus dapat diukur berdasarkan kualitas  
dan kuantitas:  
3. Relevan, kegiatan harus sesuai dengan relevansi jabatan;  




5. Memiliki target waktu, kegiatan tersebut harus ditentukan waktu  
pencapaiannya.  
Hal serupa juga dijelaskan di dalam peraturan perundang-undangan 
kepegawaian atau pegawai negeri sipil (PNS) mengenai prinsip penilaian 
prestasi kerja atau kinerja PNS yang harus memenuhi prinsip sebagai  
berikut: 
a. Objektif;  
b. Terukur;  
c. Akuntabel;  
d. Partisipatif;  
e. Transparan. 
Objektif yakni kinerja yang dilakukan merupakan sebuah  
rancangan kinerja yang memiliki sasaran yang tepat. Terukur yakni berupa  
target pencapaian yang sebaiknya dicapai tepat pada waktunya. Akuntabel  
yakni berupa perhitungan mengenai rancangan kinerja yang akan  
dilakukan terutama mengenai biaya yang akan dikeluarkan. Partisipatif  
yakni partisipasi atau keikut sertaan di dalam pencapaian kinerja yang  
telah di rencanakan dan transparan yakni keterbukaan dari kinerja yang  
dilakukan dengan memberikan penjelasan yang sesuai dengan SKP  





2.2.2. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja  
Menurut Henry Simamora dalam Mangkunegara (2005) kinerja 
pegawai dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:  
1. Faktor individu yang terdiri dari:  
a. Kemampuan dan keahlian 
b. Latar belakang 
c. Demografi   





e. Motivasi  
3. Faktor organisasi yang terdiri dari:  
a. Sumber daya  
b. Kepemimpinan  
c. Penghargaan  
d. Struktur  
e. Job design 
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Kasmir (2019) 





1. Kemampuan dan keahlian  
Merupakan kemampuan atau skill yang dimiliki seseorang dalam 
melakukan suatu pekerjaan. Semakin memiliki kemampuan dan 
keahlian maka akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara benar 
maka akan menghasilkan kinerja yang baik.  
2. Pengetahuan  
Pengetahuan tentang pekerjaan. Seseorang yang memiliki pengetahuan 
tentang pekerjaan secara baik akan memberikan hasil pekerjaan yang 
baik, pengetahuan akan memudahkan seseorang dalam melakukan 
pekerjaannya,  
3. Rancangan Kerja  
Rancangan kerja akan mempemudah pegawai dalam mecapai 
tujuannya. Jika pekerjaan memiliki rancangan yang baik, maka akan 
memudahkan untuk menjalankan pekerjaan secara tepat dan benar.  
4. Kepribadian 
Kepribadian seseorang atau karakter yang dimiliki seseorang. Setiap 
orang memiliki kepribadian yang berbeda. Jika memiliki kepribadian 
yang baik maka pekerjaan akan dilakukan secara sungguh-sungguh 
penuh dengan tanggung jawab sehingga hasil kerja baik.  
5. Motivasi Kerja 
Merupakan dorongan bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan. Jika 
pegawai memiliki dorongan yang kuat dari dalam dirinya atau dari luar 




terangsang melakukan sesuatu dengan baik. Dorongan tersebut akan 
menghasilkan kinerja yang baik.  
6. Kepemimpinan  
Merupakan perilaku seseorang pemimpin dalam mengatur, mengelola, 
memerintah bawahannya untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab 
yang diberikannya. Meningkatnya kinerja pegawai juga dipengaruhi 
oleh perilaku pimpinan yang menyenangkan, mengayomi, mendidik 
dan membimbing.  
7. Gaya Kepemimpinan  
Sikap seorang pimpinan dalam menghadapi bawahannya. Sikap 
pimpinan yang demokratis atau otoriter tergantung dengan kondisi 
organisasinya.  
8. Budaya Organisasi  
Merupakan kebiasaan atau norma yang berlaku dan dimiliki oleh suatu 
organisasi yang mengatur hal yang harus dipatuhi.  
9. Kepuasan Kerja  
Merupakan perasaan senang atau suka seseorang dalam melakukan 
pekerjannya. Jika pegawai senang akan pekerjaannya maka akan 
menghasilkan kinerja yang baik.  
10. Lingkungan Kerja  
Merupakan suasana atau kondisi disekitar lokasi tempat bekerja. 
Lingkungan kerja dapat berupa ruangan, sarana dan prasarana serta 




nyaman dan dapat memberikan ketenangan maka akan membuat 
suasana kerja lebih kondusif sehingga meningkatkan hasil kerja menjadi 
lebih baik.  
11. Loyalitas  
Merupakan kesetiaan pegawai untuk tetap bekerja, ditunjukkan dengan 
bekerja sungguh-sungguh. Pegawai juga dapat dikatakan setia apabila 
dapat menjaga rahasia perusahaan. Loyalitas akan terus membangun 
agar terus bekarya menjadi lebih baik.  
12. Komitmen Kerja  
Merupakan kepatuhan pegawai untuk menjalankan kebijakan atau 
peraturan yang ada dalam bekerja. Dengan adanya kesepakatan atau 
peraturan maka akan mendorong pegawai bekerja lebih baik lagi. 
13. Disiplin Kerja  
Merupakan usaha pegawai dalam menjalankan aktivitas kerjanya secara 
sungguh-sungguh. Dapat berupa datang tepat waktu, mengerjakan tugas 
tepat waktu. 
2.2.3. Indikator Penilaian Kinerja 
Adapun mengenai indikator yang menjadi ukuran kinerja menurut Robert 
L. Mathis-John H..Jackson (2006:378) dalam Muliadi (2015) adalah 





1. Kuantitas  
Merupakan jumlah yang dihasilkan, dinyatakan dalam istilah 
seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan 
karyawan, dan jumlah aktivitas yang dihasilkan  
2. Kualitas 
Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas 
pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap 
ketrampilan dan kemampuan karyawan.  
3. Ketepatan waktu 
Ketepatan waktu diukur dari persepsi karyawan terhadap suatu 
aktivitas yang diselesaikan di awal waktu sampai menjadi output. 
4. Kehadiran 
Kehadiran karyawan di perusahaan baik dalam masuk kerja, 
pulang kerja, izin, maupun tanpa keterangan yang seluruhnya 
mempengaruhi kinerja karyawan itu.  
5. Kemampuan bekerjasama 
Kemampuan bekerja sama adalah kemampuan seseorang 
tenaga kerja untuk bekerja sama dengan orang lain dalam 
menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan 





2.2.4. Penilaian Kinerja 
Penilaian kinerja merupakan salah satu aspek penting dalam  
pengelolaan pegawai dalam suatu organisasi, baik organisasi  
pemerintahan maupun organisasi swasta. Penilaian kinerja yang  
obyektif pada suatu organisasi sangat penting. Pada dasarnya  
penilaian kinerja merupakan salah satu faktor guna mengembangkan  
suatu organisasi. Penilaian kinerja dikatakan penting mengingat  
melalui penilaian kinerja dapat diketahui ketepatan pegawai dalam  
melaksanakan tugasnya.  
Menurut Bangun (2012: 231), “Penilaian  
kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi  
atau menilai keberhasilan karyawan dalam melaksanakan tugasnya”.  
Sedangkan menurut Sastrohadiwiryo (2003: 232), “Penilaian kinerja  
adalah suatu kegiatan yang dilakukan manajemen/penyedia penilai  
untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan  
kinerja atas kinerja dengan uraian/deskripsi pekerjaan dalam suatu  
periode tertentu biasanya setiap akhir tahun”.  
Penilaian kinerja dimaksudkan untuk mengukur kinerja masing-
masing tenaga kerja dalam meningkatkan kinerja masing-masing pegawai.  
Penilaian kinerja dapat memberikan manfaat yang penting bagi  





Fahmi (2010: 65) menyatakan bahwa, Penilaian  
kinerja adalah suatu penilaian yang dilakukan kepada pihak  
manajemen perusahaan baik para karyawan maupun manajer yang  
selama ini telah melakukan pekerjaannya. Penilaian kinerja pegawai 
mutlak harus dilakukan untuk mengetahui prestasi yang dapat dicapai 
setiap pegawai, apakah prestasi yang dicapai pegawai baik atau tidak.  
 
2.3. Pandangan Islam tentang Kepemimpinan 
Jika dilihat dalam kaitannya dengan ajaran Islam, kepemimpinan 
berarti kegiatan memimpin, mengarahkan, dan menunjukkan jalan kepada 
Allah SWT. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan kemampuan mereka 
sendiri ke dalam lingkungan orang-orang yang memimpin dalam upaya untuk 
mencapai Allah SWT dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini 
Allah berfirman dalam Surah Al-A’raf ayat 43 : 
                          
                          
                          
Artinya:  dan Kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka, di 
bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, “Segala 
puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke (surga) ini. 
Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak 
menunjukkan kami. Sesungguhnya rasul-rasul Tuhan kami telah 
datang membawa kebenaran.” Diserukan kepada mereka, 
“Itulah surga yang telah diwariskan kepadamu, karena apa 




Firman Allah di atas jelas bahwa untuk sampai ke jalan yang Allah 
SWT membutuhkan para pemimpin yang akan menjalankan kepemimpinan 
sesuai dengan instruksi-Nya. (Amin, 2019) 
Kepemimpinan atau mengelola urusan masyarakat menurut Islam 
tentu kepemimpinan yang benar, amanah, adil dan dapat membentuk budaya 
di wilayah lingkungan kekuasaannya. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam 
banyak dalil, di antaranya adalah firman Allah dalam Surah Shaad Ayat 26:  
                            
                      
             
 
Artinya : “Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah 
(penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di 
antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti 
hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. 
Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan 
mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari 
perhitungan.” 
 
Seorang pemimpin adalah seorang yang mampu dan efektif dalam 
memimpin sebuah lembaga atau organisasi, seperti merencanakan dan 
mengorganisasikan, mengidentifikasi malah, menjelaskan peran dan sasaran, 
memberi informasi, memonitoring, memotovasi, berkonsultasi, 





Seorang pemimpin atau Kepala Dinas seperti halnya yang di teliti  
oleh peneliti harus mampu untuk menjalankan kepemimpinannya dengan  
baik dan berorientasi terhadap hasil yang mengedepankan proses yang  
baik. Sesuai dengan sabda Rasulullah Saw, “Rasulullah Saw, bersabda,  
ada dua golongan dari manusia, yang apabila dua golongan tersebut baik,  
maka baiklah seluruh manusia itu, dan apabila kedua golongan itu jelek,  
maka jeleklah semua manusia itu, (dua golongan tersebut) yaitu ulama  
dan pemimpin.” (HR. Muslim) 
2.4. Penelitian Terdahulu 
Dalam penelitian ini penulis memaparkan tiga penelitian terdahulu 
yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang “Peran 
Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Dinas Kebudayaan 
Provinsi Riau”. 
1. Sirajuddin (2018) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Peranan 
Kepemimpinan Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Kantor Dinas 
Catatan Sipil Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan”. Hasil penelitian dapat 
disimpulkan Kepala Dinas CAPIL Kabupaten Gowa telah memberikan 
decision making terhadap anggotanya yaitu seperti selalu turun kantor 
awal dari para pegawainya dan pulang Kantor terakhir dari para 
pegawainya. Menjalankan peran interpersonal role (peranan pribadi) 
mampu memberikan bantuan secara terus-menerus serta mampu 
memfasilitasi untuk kelancaran kegiatan-kegiatan guna mempercepat 




Kabupaten Gowa sebagai informational role (peranan sumber informasi) 
menanyakan pendapat kepada pejabat struktural, setelah mendapatkan 
suatu keputusan yang sama maka baru pada seluruh pegawai, sehingga 
ada kontribusi dalam pengambilan keputusan itu. Faktor yang 
mendukung terlaksananya peningkatan kinerja pegawai yaitu kejujuran, 
integritas, objektifitas (tidak memihak), independensi, kapabilitas dan 
mau di ajak untuk maju. 
2. Firman Talib Daud, M. Liando dan Maria H. Pratiknjo (2019) dalam 
jurnalnya yang berjudul “Peran Kepala Dinas Dalam Meningkatkan 
Kinerja PNS di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi 
Sulawesi Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala 
dinas melalui perannya sebagai seorang pemimpin katalisator 
menjalankannya dengan baik dan menggunakan prinsip-prinsip 
demokratis dengan menerima masukan dan menggunakan musyawarah 
untuk mufakat. Sebagai pemecah masalah kepala dinas mampu 
menjalankan perannya dengan baik, namun dalam pengerjaan tupoksi 
sehari-hari oleh pegawai masih memiliki permasalahan intern yakni 
masih rendahnya kemampuan sebagian pegawai dalam menjalankan 
tugas pokok dan fungsinya. Dengan dukungan aturan yang berlaku serta 
budaya organisasi yang memang kuat, pimpinan dapat mengambil 
keputusan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam organisasi. 
Sebagai penghubung sumber bahwa kepala dinas mampu menjalankan 




yang diperoleh yang cukup stabil, komitmen untuk memajukan 
Perdagangan dan Perindustrian di Sulawesi Utara serta melaksanakan 
koordinasi dan konsultasi baik di pusat maupun daerah untuk 
meningkatkan kualitas kinerja instansi maupun individu. Sebagai 
seorang komunikator di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 
Provinsi Sulawesi Utara, terlihat bahwa sebagai komunikator, kepala 
dinas mampu menyampaikan pesan atau gagasan kepada bawahannya 
dengan baik dan terstruktur.  
3. Rina Wirawan (2019) dalam skripsinya yang berjudul “Peran 
Kepemimpinan Dalam Peningkatan Kinerja Karyawan di Bintang 
Swalayan Ponorogo Perspektif Islam” Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa untuk peran kepemimpinan Islam dalam upaya meningkatkan 
kinerja karyawan pemimpin menggunakan peran pribadi, peran 
pembuatan keputusan, dan peran pemberi informasi selain itu 
menerapkan kegiatan Islam seperti program kegiatan kajian rutin 
bulanan yang di laksanakan untuk semua anggota Bintang Swalayan, 
dan bentuk kepemimpinan Islam dalam meningkatkan kinerja karyawan 
ialah, jujur terhadap konsumen, menjaga kepercayaan (amanat), benar-
benar menanamkan bagaimana cara menyampaikan dan berkomunikasi 
dengan baik dan sopan, memberi contoh bagaimana cara yang pandai 
dalam membaca lingkungan, dan yang terakhir menghindari perbuatan 
dzolim kepada konsumen. Ada dua tipe kepemimpinan yang berperan 




kharismatik dan demokratik. Tipe kharismatik dari pemimpin Bintang 
Swalayan Ponorogo yaitu ramah dan pembawaannya tenang. Sedangkan 
untuk tipe demokratis pemimpin bintang swalayan mau menerima kritik 
dan saran dari bawahan bijak dan patut diajukan acuan. 
4. Danang Setya Ramadhani (2016) dalam skripsinya yang berjudul 
“Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai di 
Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY)”. Dari hasil penelitian kuantitatif ada pengaruh positif 
dan signifikan antara kepemimpinan dengan kinerja pegawai di Balai 
Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) DIY. Kepemimpinan memiliki 
pengaruh sebesar 70,5% terhadap kinerja pegawai hal tersebut dilihat 
dari r2 sebesar 0,705. Diperoleh hasil hitung 0,840 dan thitung lebih 
besar dari ttabel yaitu sebesar 9,534 > 2,024. Ada hubungan positif 
antara kepemimpinan dan motivasi secara bersama-sama dengan kinerja 
pegawai di Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) DIY. Hal ini 
ditunjukkan dengan hasil hitung koefisien determinasi (R2y(1,2)) 
sebesar 0,736 sehingga kepemimpinan dan motivasi memiliki pengaruh 
sebesar 73,6% terhadap kinerja pegawai. Didapat Ry(1,2)  sebesar 0,858 
dan nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel sebesar 51,601 > 1,71321. 
Variabel kepemimpinan memiliki sumbangan relatif terhadap kinerja 
pegawai sebesar 89,23% dan 65,67% sumbangan efektif. Motivasi 
memiliki sumbangan relatif terhadap kinerja pegawai sebesar 10,77% 




2.5. Definisi Konsep 
Menurut Singarimbun dan Effendi (2009) definisi konsep adalah 
generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai 
untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Untuk memudahkan 
analisa agar dapat kesatuan pengertian dalam penelitian, maka penulis 
memberikan definisi konsep : 
1. Kepemimpinan adalah kemampuan yang ada di dalam diri seseorang untuk 
mempengaruhi dan mengarahkan seseorang atau sekelompok orang untuk 
mencapai suatu tujuan. 
2. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai. 
3. Pegawai adalah seseorang yang melaksanakan pekerjaan dengan 















2.6. Indikator Penelitian 
Tabel 2.1 
Indikator Penelitian 







1. Kemampuan dalam 
berinovasi 






dan tujuan komunikasi 
2. Kemampuan memahami, 




1. Kemampuan mendorong 
pegawai bekerja sesuai 
tanggungjawab 






1. Kemampuan melakukan 
pengawasan 
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3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yang 
terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 194, Tangkerang Tengah, Marpoyan 
Damai, Kota Pekanbaru. Waktu penelitian penulis pada Desember 2020 
sampai selesai. 
 
3.2. Jenis dan Sumber Data 
3.2.1. Jenis 
Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif. 
Menurut Denzin & Lincoln dalam Anggito (2018) penelitian kualitatif 
adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud 
menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 
melibatkan berbagai metode yang ada. 
3.2.2. Sumber Data 
Menurut Sugiono (2012) penelitian kualitatif yaitu penelitian 
yang digunakan untuk mengetahui variable mandiri, baik satu variabel 
atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara 
variabel satu dengan variabel lainnya. 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 






1. Data Primer 
Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 
yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan 
memerlukannya. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset 
(orang), hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau 
kegiatan dan hasil pengujian. 
2. Data Sekunder 
Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-
sumber yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari 
perpustakaan atau laporan-laporan atau dokumen peneliti yang 
terdahulu. 
 
3.3. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian adalah sumber atau tempat untuk memperoleh 
informasi terkait penelitian. Menurut Faisal (2010) istilah subjek penelitian 
merujuk pada orang, individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan 
(kasus) yang diteliti. 
Menurut Amirin dalam Idrus (2001) merupakan seseorang atau 
sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan, sedangkan Suharsumi 
Arikunto (1989) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau 
orang tempat data untuk variabel peneletian melekat dan yang 
dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran 
yang sangat penting karena dari subjek penelitian lah terdapat data tentang 




Dalam penelitian ini penulis menentukan beberapa pegawai Dinas 
Kebudayaan Provinsi Riau sebagai subjek penelitian. Penentuan subjek 
penelitian tersebut adalah berdasarkan teknik purposive sampling. Menurut 
Fian (2020) teknik purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non 
random sampling dimana pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria 
yang dirumuskan terlebih dahulu. Sampel diambil bukan secara acak, namun 
ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. 
Tabel 3.1 
Jumlah Informan Penelitian 
No. Nama Jabatan 
1 R. Yoserizal Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 
2 Fuadi, SH.I, M.Si Sekretaris 
3 Isrok Fiddin, SH Kepala Bidang Pelestarian Adat dan 
Nilai Budaya 
4 Dra. Indrayanti Kepala Seksi Nilai Budaya 
5 Happy Rosalina, S.Pi, M.Si Kepala Seksi Diplomasi Budaya 
6 Arie Hendrawan, S.Sos Staf Kepegawaian dan Umum 







3.4. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting 
dalam penelitian. Menurut Raharjo (2011) metode pengumpulan data adalah 
cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data lapangan. Dalam 
penelitian ini metode pengambilan data yang digunakan peneliti adalah : 
1. Observasi 
Observasi atau biasa disebut juga sebagai pengamatan, yaitu 
meliputi kegiatan memperhatikan terhadap suatu objek dengan 
menggunakan pancaindera seperti penglihatan dan pendengaran untuk 
memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini penulis 
melakukan observasi, mengumpulkan data dan informasi dengan 
mengamati langsung di Museum Sang Nila Utama. 
2. Wawancara 
Wawancara adalah kegiatan tanya jawab lisan yang dilakukan 
secara langsung oleh dua orang atau lebih. Wawancara disebut juga 
teknik komunikasi secara langsung dengan memperhatikan bahasa sesuai 
dengan tingkat pengetahuan responden.  
3. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah mengumpulkan data yang diperoleh dari 
benda-benda tertulis. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan 
beberapa data dan informasi dari buku, dokumen, peraturan-peraturan, 
notulen rapat dan catatan harian yang beradai di Museum Sang Nila 




3.5. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu teknik deskriptif 
kualitatif. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data 
menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014:246-252) : 
1. Reduksi Data 
Mereduksi data merupakan data yang diperoleh dari lapangan 
melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti mencatat dengan 
rinci kemudian dilakukannya perangkuman dan memilih hal-hal pokok 
dan menfokuskan pada hal penting. Data yang sudah direduksi dapat 
memberikan gambaran yang tepat dan dapat membantu peneliti dalam 
pengumpulan data. 
2. Penyajian Data 
Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 
bersifat deskriptif atau penjelasan, tabulasi atau tabel-tabel. Informasi 
yang didapat di lapangan dijelaskan ke dalam teks dengan sebaik 
mungkin. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah 
direduksi dengan tepat dan benar dengan keadaan yang sebenarnya di 
lapangan. 
3. Penarikan Kesimpulan 
Data-data yang telah diterangkan dan dijabarkan, peneliti gunakan 
untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal 
barulah dapat ditarik kesimpulan. Dari data yang diperoleh kemudian 
dikembangkan dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapat 





4.1. Sejarah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 
Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sebelumnya tergabung dalam Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau, Namun sejak keluarnya Peraturan 
Gubernur Riau No 4 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Maka 
Dinas Kebudayaan berpisah dari Dinas Pendidikan dan diberi nama menjadi 
Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. 
Dinas Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah 
yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kebudayaan mempunyai tugas 
membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepala 
Daerah. Dinas Kebudayaan Provinsi Riau terletak di Jalan Jenderal Sudirman 
No. 194, Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, tepatnya di 


































4.2. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 
Visi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yaitu Terwujudnya Dinas 
Kebudayaan Sebagai Pusat Pelestarian, Pendokumentasian dan 
Pengembangan Budaya Melayu guna memperkuat karakter dan jati diri 
bangsa menuju masyarakat berbudaya dan sejahtera, berbasis teknologi 
informasi dalam lingkupmasyarakat Agamis. Adapun misi Dinas 
Kebudayaan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :  
1. Mewujudkan pelestarian adat, nilai budaya dan masyarakatnya melalui 
inventarisasi dan pendokumentasian.  
2. Menjadikan riau sebagai pusat bahasa dan seni budaya melayu di asia 
tenggara.  
3. Menjadikan diplomasi dan publikasi budaya melayu berbasis teknologi 
informasi.  
4. Menjadikan riau sebagai pusat sejarah, cagar budaya dan pengembangan 
permuseuman.  
5. Menjadikan riau sebagai pengumpul, perawat serta penyaji warisan benda 
dan tak benda seni budaya melayu. 
 
4.3. Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 
  Dinas Kebudayaan Merupakan Unsur Pelaksana Urusan Pemerintah 
yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kebudayaan mempunyai tugas 
membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepala 




yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud melaksanakan penyelenggaraan Fungsi Dinas 
Kebudayaan Provinsi Riau yaitu sebagai berikut: 
1. Perumusan kebijakaan pada sekretariat, bidang bahasa dan seni, bidang 
pelestarian adat dan nilai budaya, bidang sejarah, pelestarian cagar 
budaya dan permuseuman, dan bidang rekayasa budaya; 
2.  Pelaksanaan kebijakan pada sekretariat, bidang bahasa dan seni, bidang 
pelestarian adat dan nilai budaya, bidang sejarah, pelestarian cagar 
budaya dan permuseuman, dan bidang rekayasa budaya. 
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, bidang bahasa dan 
seni, bidang pelestarian adat dan nilai budaya, bidang sejarah, pelestarian 
cagar budaya dan permuseuman, dan bidang rekayasa budaya. 
4. Pelaksanaan administrasi pada sekretariat, bidang bahasa dan seni, 
bidang pelestarian adat dan nilai budaya, bidang sejarah, pelestarian 
cagar budaya dan permuseuman, dan bidang rekayasa budaya. 
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 
Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Thun 2016 
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Peraturan 
Gubernur Riau Nomor 82 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas 
Kebudayaan Provinsi Riau, kedudukan Dinas Kebudayaan merupakan salah 
satu SKPD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, 




1. Kepala Dinas Kebudayaan 
2. Sekretariat 
3. Bidang Bahasa dan Seni 
4. Bidang Pelestarian dan Nilai Budaya 
5. Bidang Sejarah dan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 
6. Bidang Rekayasa Budaya 
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Tugas dan fungsi dari masing-masing tersebut di atas dapat uraikan 
sebagai berikut: 
1. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 
Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau mempunyai tugas 
membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintah 
dibidang Kebudayaan. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut diatas, 
Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau mengemban fungsi: 
a. Perumusan kebijakan pada secretariat, Bidang Bahasa dan Seni, 
Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, 
Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, dan Bidang Rekayasa 
Budaya 
b. Pelaksanaan kebijakan pada secretariat, Bidang Bahasa dan Seni, 
Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, 





c. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
tugas manajerial dan teknis. 
d. Pelasanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya 
 
2. Sekretariat Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 
Sekretariat Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dipimpin oleh 
seorang Sekretaris, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. Mempunyai tugas nelakukan koordinasi, fasilitasi 
dan evaluasi pada Sub Bagian Perencanaan Program, Sub bagian 
keuangan, perlengkapan dan pengelolaan Barang Milik Daerah dan Sub 
Bagian Kepegawaian dan umum.Untuk melaksanakan tugas-tugas 
sebagaimana tersebut di atas, sekretaris mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada sekretriat; 
b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 
hasil pelaksanaan tugas dilingkungan secretariat; 
c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala 
Dinas Kebudayaan dan; 
d. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dibantu 3 kepala sub 
bagian yaitu: 
a. Kepala sub bagian perencanaan program 




c. Kepala sub bagian keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang 
milik daerah 
 
3. Bidang Bahasa dan Seni 
Bidang Bahasa dan Seni dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang mempunyai tugas melakukan koordinasi fasilitasi dan evaluasi pada 
seksi Bahasa dan sastra, seksi kesenian dan seksi perfilman.Untuk 
melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Bahasa 
dan Seni menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang 
Bahasa dan seni 
b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mmeriksa 
hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Bahasa dan Seni 
c. Penyelenggaraan pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala 
Dinas Kebudayaan; dan 
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 
tugas dan fungsinya. 
Kepala Bidang Bahasa dan Seni dibantu oleh 3 orang Kepala Seksi: 
a. Kepala Seksi Bahasa dan Sastra 
b. Kepala seksi Kesenian  






4. Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya 
Bidang pelestarian adat dan nilai budaya dipimpin oleh seorang 
Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi 
dan evaluasi tugas pada seksi Pelestarian adat dan Tradisi, Seksi Nilai 
Budaya, Seksi Inventarisasi dan Dokumentasi Budaya.Untuk 
melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang 
Pelestarian adat dan Nilai Budaya menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 
Pelestarian Adat dan Nilai Budaya. 
b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 
hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pelestarian Adat dan 
Nilai Budaya. 
c. Peyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala 
Dinas Kebudayaan; dan 
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 
tugas dan fungsinya.   
Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas, Kepala Bidang 
Pelestarian Adat dan Nilai Budaya dibantu oleh 3 orang Kepala Seksi 
yaitu: 
a. Kepala Seksi Pelestarian Adat dan Tradisi 
b. Kepala Seksi Nilai Budaya 




5. Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 
Bidang sejarah, pelestarian cagar budaya dan permuseuman 
dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas melakukan 
koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada seksi sejarah, pelestarian 
cagar budaya dan permuseuman.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana 
yang dimaksud di atas, Kepala Bidang sejarah, pelestarian  cagar budaya 
dan permuseuman menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan progam kerja dan rencana operasional pada bidang 
sejarah, pelestarian cagar budaya dan permuseuman; 
b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan memeriksa 
hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang sejarah, pelestarian 
cagar budaya dan permuseuman; 
c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala 
Dinas kebudayaan; dan 
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
Untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang Sejarah, 
pelestarian cagar budaya, dan permuseuan dibantu 3 orang Kepala Seksi 
yaitu: 
a. Kepala Seksi Sejarah 
b. Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya 




6. Bidang Rekayasa Budaya 
Bidang rekaya budaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas 
pada Seksi Diplomasi Budaya, Seksi Pengembangan Teknologi Budaya, 
Seksi Publikasi Budaya.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut 
di atas, Kepala Bidang Rekayasa Budaya menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan program kerja dan terencana operasional pada bidang 
rekayasa budayaPenyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi 
dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang 
Rekayasa Budaya. 
b. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas 
yang telah dilaksankan Kepala Dinas Kebudayaan 
c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 
tugas dan fungsinya. 
Untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang Rekayasa 
Budaya dibantu oleh 3 orang Kepala Seksi yaitu: 
a. Kepala seksi Diplomasi Budaya 
b. Kepala Seksi pengembangan Teknologi Budaya 









4.4. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 
Struktur organisasi adalah suatu kerangka dasar yang menunjukkan 
dengan jelas hubungan antar bidang yang satu dengan bidang yang lain. 
Struktur organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yaitu sebagai berikut : 
1. Kepala Dinas 
2. Sekretariat, terdiri dari: 
a. Subbagian Perencanaan Program 
b. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang milik 
Daerah 
c. Subbagian Kepegawaian dan Umum 
3. Bidang Bahasa dan Seni, terdiri dari: 
a. Seksi Bahasa dan Sastra 
b. Seksi Kesenian 
c. Seksi Perfilman 
4. Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, terdiri atas: 
a. Seksi Pelestarian Adat dan Tradisi 
b. Seksi Nilai Budaya 
c. Seksi Inventarisasi dan Dokumentasi Budaya 
5. Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, terdiri dari: 
a. Seksi Sejarah 
b. Seksi Pelestarian Cagar Budaya 





6. Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya, terdiri dari : 
a. Seksi Diplomasi Budaya 
b. Seksi Pengembangan Teknologi Budaya 
c. Seksi Publikasi Budaya 











































Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan yang telah disusun 
dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dari 
peran kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai Dinas 
Kebudayaan Provinsi Riau sebagai berikut : 
1. Peran kepemimpinan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau melalui perannya 
sebagai inovator belum cukup baik hal ini berdasarkan tanggapan dari 
para pegawai yang menilai bahwa kepemimpinan Dinas Kebudayaan 
Provinsi Riau saat ini tidak jauh berbeda dengan kepemimpinan-
kepemimpinan sebelumnya. Sebagai komunikator pimpinan Dinas 
Kebudayaan Provinsi Riau mampu menyampaikan pesan atau gagasan 
kepada bawahannya dengan baik dan terstruktur. Sebagai motivator 
pimpinan mampu untuk mendorong pegawai untuk bekerja sesuai 
dengan tanggungjawabnya, motivasi diberikan oleh pemimpin pada saat 
apel ataupun rapat koordinasi hanya saja pimpinan belum pernah 
memberikan penghargaan (reward) kepada pegawai yang telah bekerja 
dengan baik. Sebagai kontroler pimpinan Dinas Kebudayaan Provinsi 
Riau belum maksimal karena hanya memantau kinerja para pegawai 
melalui SKP saja.  
2. Faktor-faktor penghambat pemimpin Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 




kurangnya kesadaran diri dari masing-masing pegawai, kedua kurangnya 
kedisiplinan pegawai Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam bekerja 
dan yang terakhir keterbatasan dalam sarana dan prasarana. 
6.2.Saran 
Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan, maka dalam uraian 
tersebut akan dikemukakan saran sebagai harapan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini sebagai berikut : 
1. Sebaiknya pimpinan lebih memperhatikan lagi kedisiplinan pegawai 
mengenai jam masuk dan keluar kantor serta kedisiplinannya dalam 
menyelesaikan pekerjaan. Bagi pegawai yang tidak menjalankan suatu 
pekerjanya dengan baik atau tidak mematuhi peraturan yang ada 
sebagaimana mestinya, maka pemimpin Dinas Kebudayaan Provinsi 
Riau harus segera menindak lanjuti dengan memberikan sanksi seperti 
sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat sesuai dengan 
pelanggarannya. 
2. Kepada pemerintah Provinsi Riau diperlukan fasilitas sarana dan 
prasarana yang memadai untuk pegawai Dinas Kebudayaan Provinsi 
Riau agar dapat bekerja dengan maksimal tanpa ada hambatan karena 
terbatasnya fasilitas yang disediakan oleh kantor. 
3. Perlunya pemberian penghargaan (reward) bagi pegawai yang 
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A. Pemimpin Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 
1. Bagaimana upaya yang bapak lakukan dalam menciptakan kepemimpinan 
yang inovatif? 
2. Bagaimana cara Bapak memotivasi pegawai untuk bekerja sesuai 
tanggung jawabnya? 
3. Jika prestasi pegawai bagus, apakah pegawai mendapatkan penghargaan? 
Dan jika pegawai dan staf melakukan pelanggaran apakah mendapat 
teguran atau sanksi? Seperti apa sanksi yang diberikan? 
4. Bagaimana pengawasan yang Bapak lakukan terhadap pegawai? 
5. Apa yang menjadi faktor penghambat bagi Bapak untuk meningkatkan 
kinerja pegawai Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 
 
B. Pegawai Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 
1. Dari sudut pandang Bapak/ Ibu sudahkah sejauh ini kepemimpinan 
inovatif itu terwujud? 
2. Bagaimana dengan kemampuan konseptual pemimpin? 
3. Bagaimana pimpinan dalam berkomunikasi? 
4. Apakah pimpinan memahami, mengerti dan mengambil intisari 
pembicaraan? 
5. Apakah pimpinan memotivasi pegawai dan staf dalam bekerja? 
 
6. Jika prestasi pegawai bagus, apakah pegawai mendapatkan penghargaan? 
Dan jika pegawai dan staf melakukan pelanggaran apakah mendapat 
teguran atau sanksi? Seperti apa sanksi yang diberikan? 
7. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap 
pegawai dan stafnya? 
8. Bagaimana kemampuan pemimpin dalam mengatur sumber daya Dinas 
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